
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 
 
 
NOMOR : 08 

 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

NOMOR  08 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

 
Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
bersama Gubernur Kalimantan Timur 
telah menyempurnakan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan  
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                                    Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 903-891 Tahun 
2011 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012; 

  b. bahwa penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dilakukan agar 
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun Anggaran 2012. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1106); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3688) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu001.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu015.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu025.pdf


- 285 - 
 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 
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